
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pada tahun 2010 DPRD Kota Metro bersama dengan Pemerintah Kota

Metro telah menyetujui 11 Raperda menjadi Perda, dari 11 Perda tersebut

kesemuanya bersasal dari Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Metro dan

tidak ada Perda yang berasal Dari inisiatif DPRD Kota Metro, ini

menunjukan bahwa pada tahun 2010 DPRD Kota Metro belum

menjalankan Fungsinya secara maksimal khususnya dalam fungsi legislasi

dimana DPRD Kota Metro belum sama sekali menggunakan hak inisatif

yang mereka miliki untuk mengajukan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD Kota

Metro adalah (1) Peraturan perundang-undangan, (2) Partisipasi

masyarakat, (3) Pendidikan yang cukup memadai. Adapun faktor-faktor

yang menhambat fungsi legislasi DPRD Kota Metro adalah: (1) Rekutmen

Parpol yang masih banyak dipengaruhi popularitas calon, keuangan,

hubungan atau koneksi, (2) Anggaran yang minim untuk menyusun perda.

5.2 Saran
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1. Melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum mengadakan pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan anggota DPRD tentang kemampuan legislatif

drafting sehingga peran DPRD dapat berjalan dengan maksimal.

2. Perlu kirannya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang

menunjang fungsi DPRD.

3. Peningkatan anggaran untuk penyusunan Raperda inisiatif DPRD.

4. Agar sekretariat DPRD berperan aktif menunjang kinerja DPRD, seperti

melengkapi perpustakaan dengan literature penunjang maupun sarana

informasi lainnya seperti internet, dan web sehingga dapat lebih

mempermudah anggota DPRD mendapat informasi dalam menjalankan

fungsinya.dan mempermudah masyarakat mengakses segala sesuatu tentang

DPRD Kota Metro
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